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dan kedudukan ASN. Laporan aktualisasi ini diharapkan dapat memberi
sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak
yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang
penulis susun dalam laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita

semua.
Jakarta, 8 Okdpber 2019

Satrio Arga Effendi



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGARTAR rcisnmwmmismmmmi:

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......cosesisaisioss

...........................................................................................

........................................................................................................

B Dasar R s i e A e T e R e

A. Visi dan Misi Pusat Kajian ANggaran.........esiremmmmmiiemsisimmsismmsseainsses
MIST 1eveeienrressmrnrss e ires e sernsas s s s e s en s g a s s n s n e e an g an

B. SR OISR o oo et s i s T8 543 505 Ha S o M 8 £ A T PSS S

C. Tugas dan Fungsi Analis APBN
RANCANGAN AKTUALISASI .......ccooemrnenns

Pemilihan Isu Prioritas

o w >

PELAKSANAAN AKTUALISASI
Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

Stakeholder....c.ainauiniunains.

O 0 ®w

Analisis Dampak

1.
2. Nilai Dasar ANEKA

E. Jadwal Kegiatan

TSRS IS i e v s o s o o e S i A g

Gagasan Pemecahan ISU.......coouoeeeevieeieereieeeeeiieee v evssssssae e sesessassranises

Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

Hasil InisiatiF..c..conmmnmnnanas

|||||||||||||||||||||||||||||||

.......................................................................

..............................................................

Hancangan ARUAIBAsT ...t e e

--------------------------------------------------------------

.. 13

15
21
21

.42

.......................................................

..............................................................

..............................................................

--------------------------------------------------------------

42
43

.43

43
44

45






DAFTAR TABEL

Tabel L TERMUK LSG . i iiiiiiiisiammmnsatsnsamsansresssrssssranss svassssssas 1an anssass cagmos bossnaganssngispryngss 12
Tabel 2. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi ........coeiiiminiiiiiiincnnnn. 21
Tabel 3. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan AKtUalisasi .......c..ocoimmiisnmmmmmnsni, 26
Tabel 4. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi........covrmrineimisseiniisimmnnnnnee: 30
Tabel 5. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi........ccciimmmnnininn. 37

Vi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian ANBEAran ......cceeuessmsssmsmmsssmsmssssssnssssssssssesnsns 6
Gambar 2. Website Pusat Kajian ANEEaran ......cccuirmismiisimiimemssssmssassssssssssisinssnnasissins 10
Gambar 3. Tahapan Keglatan AKEURISEST .cviiiriiorvsirmssis cosbusssvsnassaans snasiassnsiis sunes sssnanins svans 14
Gambar 4. Konsultasi Dengan Mentor dan Kepala Pusat Kajian AngEEaran..........cceeeiceienieeas 21
Gambar:5: Sumber Data Peraluran: i s i i vilnv i ferim s sk i G 23
Gambar.B. Konsultasi Dengan Mentor ... .iweserssssssessassssasisnsssssssnnssonmnsrsnispransassisgeas sansis 26
Gambar 7. Daftar Peraturan APBN .......ccuriiemiuminissmmsnmnsnssnsssssssssssssassssssssssssssssnsssasns AT
Gambar 8. Konsultasi Dengan MEROr . ... eiivimeiesiesssessiesssissensssinssasc st esnossbassmrssbisbus sneiss 31
Gambar 9. Koordinasi Dengan BDT i i seisssssisrississsasrnaisesansasssarussiisississnasisrns sssngeisrssemayss 31
Gambar 10. Pembuatan Analisis Undang-Undang Terkait APBN..........ccoceriiceriiniiceniniiinnn, 32
Gambar 11. Pengunggahan Infografis Analisis Ke Dalam Website ........ccoocmnninniciiiniinns 34
Gambar 12. Konsultasi dengan Coach ... ...cuirisrmmiieinsmasissmassismmsssssissaassas immasssspansassansassasss as
Gambar 13. Surat Undangan SO5TAlISAS] ..overervrreersreersserrmerssarsomnrssransssnsssssessss smsmsssessasssassssssinns 38
Gambar 14. Presentasi dan Sosialisasi di PKA dan PKAKN........cccoeiiiimiiiinnn 40

Vil



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN KEGEATAN I . il e o itanssss s (v s eid o vy w55 040 bt 47

EAMPIRAN KEGEATAN 2 .:.cuiiesisssmissie s shaeasssssssvesnsvsinssfassvsarinnsvansssnonusss vesanpanassnnssis s 49

LAMPIRAN: KEGIATAN 3 .. coarmismmaamunansmmnssssrssnanssnssssaransesnssnsisbnssstsnsntsspis06sa ionns edasiusiBosbnasons 57

LA P AN R B AT AN s it s o T e e U Y T s oA SN VR v o s i 59
Vil



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara tersirat menyatakan bahwa dengan
kekayaan alam Indonesia yang melimpah, potensi sumber daya
manusia yang unggul, peluang pasar yang besar dan demokrasi
yang relatif stabil mampu membawa Indonesia menuju gerbang
kesejahteraan nasional. Namun perlu adanya peran dan kontribusi
dari setiap masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.

Salah satu peran penting dalam pembangunan bangsa
Indonesia adalah Aparatur Sipil Negara yang berkualitas, unggul,
berdaya saing, dan berintegritas tinggi. Hal tersebut dikarenakan
ASN juga ikut serta mengemban tanggungjawab sejumiah
keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada
implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan. Oleh
karena itu, diperlukan sosok ASN yang mampu
mengimplementasikan nilai-nilai ANEKA dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagai pelayan publik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Dasar CPNS Golongan lIl, calon CPNS waijib menjalani
masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat
terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat
dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian
yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang.

Salah satu tahap yang wajib dilalui oleh peserta Pelatihan
Dasar CPNS adalah melakukan kegiatan Aktualisasi di unit kerja
masing-masing. Peserta diharapkan mampu membuat inovasi dan



perbaikan-perbaikan baru di lingkungan kerjanya untuk

meningkatkan kinerja atau produktivitas dengan menanamkan nilai-

nilai ANEKA dan nilai-nilai organisasi (RAPI). Sehingga materi-
materi yang disampaikan selama pelatihan dasar dapat terserap dan
terimplementasikan dengan baik.

. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2016;

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil.



BAB Il
PROFIL ORGANISASI

Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi,
anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran,
DPR RI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN

2) Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN
yang diajukan presiden dengan memperhatikan pertimbangan
DPD

3) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas
pelaksanaan APBN

4) Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan

negara

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl nomor 6
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR Rl sebagaimana diubah dengan peraturan
Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Kajian Anggaran
memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam
pelaksanaan tugas fersebut, Pusat Kajian Anggaran memiliki
beberapa fungsi yaitu:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian

Anggaran



2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian
Anggaran

3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran
Pusat Kajian Anggaran

4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Pusat Kajian Aggaran

5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan
kajian anggaran

6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran

7) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran

8) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran

9) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran

10) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran

11) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala
Badan Keahlian DPR RI.

A. Visi dan Misi Pusat Kajian Anggaran
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian
Anggaran memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada visi
Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tugas dan
fungsi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai
unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan
demikian, visi Pusat Kajian Anggaran adalah:

a. Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna
bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian
Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Rl secara baik dan benar,
dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan
serta kualitas SDM.



b.

Misi

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa
Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana Kkerja sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat
diimplementasikan.

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna
bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan
keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab
atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di
dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan
fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran
DPR RI.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian

Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

a.

Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian
anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi
anggaran Dewan.

Memperkuat manajemen pengetahuan.

Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.



B. Struktur Organisasi
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran

C. Tugas dan Fungsi Analis APBN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis
APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis
APBN. Kemudian berdasarkan Persekjen No. 24 Tahun 2017
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tentang Pedoman Penyusunan Jabatan Fungsional Analis APBN di
Lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjelaskan bahwa jabatan
Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melakukan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Setjen dan BK
DPR RI. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional
dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis
APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli
Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Analis APBN memiliki tugas
dan fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan
mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus
APBN, BPK, dan DPD,;

b. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan
laporan dalam rapat-rapat sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;

c. Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rapat-
rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;

d. Pengumpulan data dan informasi dari
Kementerian/Lembaga/Pemda/dan lembaga lainnya;

e. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan
pertimbangan DPD;

f. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan
pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan
pendalaman materi, data dan informasi yang memeriukan
panggilan data-data primer langsung dari sumber data,
Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi Negara

dan swasta dalam dan luar negeri;

g. Menyusun Analisis Ringkas Cepat;



. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN,
BPK, dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC);

i. Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan

permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia:;

j. Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output;

. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;

. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala
dan setiap waktu diperlukan;



BAB IlI
RANCANGAN AKTUALISASI

A. ldentifikasi Isu
Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang
perancangan APBN. Untuk mewujudkan visi Pusat Kajian
Anggaran yang akuntabel, Pusat Kajian Anggaran memberikan
informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam
mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Pusat Kajian
Anggaran  memiliki website resmi dengan alamat
http://puskajianggaran.dpr.go.id/. Berikut terdapat beberapa isu
yang ada pada Pusat Kajian Anggaran :
a. Belum tersedianya database informasi hukum yang
mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi APBN.

Dalam menyusun output analisis APBN, setiap analis
APBN seringkali memberikan penjelasan terkait landasan
hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri, dll. Hal ini dimaksudkan agar anggota
dewan mendapat referensi aturan hukum yang berlaku
tentang pembahasan APBN. Namun, masih terdapat
kesulitan dalam mengumpulkan informasi tentang undang-
undang yang berkaitan dengan APBN. Selama ini pencarian
peraturan perundang-undangan yang berlaku masih
menggunakan bantuan google, sehingga sering terdapat
kendala berupa peraturan perundangan yang sudah tidak
berlaku tetapi masih muncul di laman google, dan hal tersebut
membuat pekerjaan analis APBN kurang efektif dan efisien.



Masalah tersebut diakibatkan karena tidak adanya
database dokumen landasan hukum yang mengatur setiap
hal yang berkaitan dengan APBN (Gambar 1). Pemerintah
memiliki database produk-produk hukum yang dimuat pada
website https://peraturan.go.id. Namun, produk-produk
hukum yang terdapat pada website tersebut bersifat umum,

sehingga pusat kajian anggaran perlu memiliki database
peraturan perundangan yang hanya berkaitan langsung
dengan APBN. Tanpa adanya suatu sistem database
landasan hukum APBN, kedepannya analis APBN akan
selalu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan output
analisis.

Gambar 2. Website Pusat Kajian Anggaran

i E"JS:ln' MAJANA
BADAR NEAML

Dengan diterapkannya sistem database peraturan di
website pusat kajian anggaran, analis APBN diharap akan
mampu mengakses data-data landasan hukum APBN yang
berlaku dengan lebih mudah, karena sebelumnya telah
disortir dan dimasukkan ke dalam satu database. Selain itu,
nilai-nilai akuntabilitas dan komitmen mutu Pusat Kajian

Anggaran dapat terlaksana dengan baik. Landasan hukum
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APBN yang terinformasikan dengan baik dapat menjadi
sebuah pertanggungjawaban terhadap kewajiban analis
APBN dalam menyampaikan hasil analisisnya. Penerapan
sistemn tersebut juga menunjukkan komitmen Pusat Kajian
Anggaran dalam menjamin dan menjaga kualitas mutu

pelayanan kepada publik.

. Belum tersedianya dataset APBN pada website Pusat

Kajian Anggaran

Website pusat kajian anggaran sudah dapat
memberikan hasil output analis apbn, seperti Analisis APBN,
Referensi, ARC, Buletin, Buku, dll. Akan tetapi masih belum
ada sumber data input yang dapat digunakan sebagai bahan
olahan data analisis APBN. Sehingga, setiap penulisan
analisis harus mengambil data baru dari LKPP, APBN Kita,
atau sumber-sumber lainnya. Belum ada kompilasi data-data
olahan input terkait APBN yang up fo date. Dimana data
tersebut seharusnya dapat digunakan oleh staf Pusat Kajian
Anggaran, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan juga masyarakat umum dalam melihat seperti
apa data APBN di periode berjalan. Kondisi yang diharapkan
dengan adanya dataset APBN adalah meningkatnya efisiensi
analis APBN dalam mengerjakan output, sehingga waktu
yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Selain itu, Anggota
Dewan dan masyarakat dapat mengikuti perkembangan
APBN secara kuantitatif melalui nominal anggaran, beserta
analisisnya pada website Pusat Kajian Anggaran. Dengan
begitu, penanaman nilai pelayanan publik, akuntabilitas, dan
komitmen menjaga mutu organisasi dapat terwujud dengan
baik.
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c. Belum optimalnya penggunaan software statistik untuk

mengolah dan menganalisis data.

Kemampuan penggunaan software statistik sangat
diperlukan untuk menganalisis data untuk keperluan
penyusunan analisis/kajian. Akan tetapi, faktanya
penggunaan software statistik di unit kerja Pusat Kajian
Anggaran masih sangat jarang dilakukan. Hal tersebut
dikarenakan kompetensi analis APBN yang masih perlu
ditingkatkan terkait penggunaan software statistik. Selama ini
hanya pada bidang Perencanaan Dasar dan Ekonomi Makro,
sementara di bidang lain masih belum menggunakan software
statistik sebagai alat analisis. Padahal, dengan dilakukannya
penelitian menggunakan software analisis yang tepat, dapat
menghasilkan output berupa telaah kebijakan dan studi kasus
yang lebih tepat sasaran.

B. Pemilihan Isu Prioritas
Tabel 1. TEKNIK USG

1. Belum tersedianya database informasi hukum
yang mengatur proses  perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi APBN pada website
http://puskajianggaran.dpr.go.id/

Alasan

Informasi mengenai dasar hukum APBN pada
website PKA dapat mempermudah Analis APBN
dalam menganalisis suatu isu tertentu yang terkait
dengan APBN dengan waktu yang lebih cepat.

2. Belum tersedianya dataset APBN pada
website Pusat Kajian Anggaran.

Alasan : 4 11
Dataset APBN akan memudahkan sharing dokumen
antar analis APBN dalam melakukan proses analisis
kebijakan.
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3. Belum optimalnya penggunaan software statistik
untuk mengolah dan menganalisis data
Alasan :
Masih  diperlukan peningkatan keterampilan
penggunaan software stastistik dari Analis APBN

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah :

Isu ke-1 dengan rumusan isu “Belum adanya database
informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi APBN pada website http://puskajianggaran.dpr.go.id/.
Keterangan :
U = Urgency

Informasi mengenai hukum perundang-undangan tentang
APBN pada website PKA dapat meningkatkan pengetahuan baik
untuk staf di Pusat Kajian Anggaran maupun bagi masyarakat
umum. Informasi hukum tersebut juga dapat mempermudah Analis
APBN dalam menganalisis suatu isu tertentu yang terkait dengan
APBN dengan waktu yang lebih cepat.
S = Seriousness

Pada unit kerja di Pusat Kajian Anggaran, peningkatan
kompetensi jabatan Analis APBN sangat penting untuk terus
ditingkatkan.
G = Growth

Pentingnya peningkatan kualitas konten pada website Pusat
Kajian Anggaran agar semakin lengkap, serta meningkatkan
komitmen mutu Pusat Kajian Anggaran untuk selalu berinovasi
dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

. Gagasan Pemecahan Isu

Penyediaan Database Informasi Hukum yang berkaitan

dengan APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/
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D. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

5 Gagasan Pemecahan Isu

Pusat Kajian Anggaran
1. Belum tersedianya database informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN

pada http:/

kaii ran.dpr.

Al

2. Belum tersedianya dataset APBN pada website Pusat Kajian Anggaran,
3. Belum optimalnya penggunaan software statistik dalam mengolah dan menganalisis data

Belum tersedianya database informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN pada

hitp:/{puskajianggaran.dpr.go.id/

Penyediaan Database Informasi Hukum yang berkaitan dengan APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.idf

Keterkaitan Substansi Mata | Kontribusi Terhadap Visi Penguatan Nilai
No agian Tahapan Kagiatan Quigut/ Hasl Pelatihan dan Misi Organisasi Organisasi

Pengumpulan 1. Melakukan  konsultasi | 1. Catatan dan | 1. Berkoordinasi dengan Dengan melakukan | 1. Dalam  pelaksanaan
data dan | dengan mentor arahan mentor untuk konsultasi dengan | diskusi dengan
informasi 2. Mengidentifikasi 2. Catatan daftar | mendiskusikan mengenai mentor, maka misi mentor, selalu
| landasan peraturan yang terkail | peraturan yang peraturan  perundangan organisasi yaitu mengedepankan rasa
' hukum yang APEN terkait APEN apa saja yang berkaitan memperkuat hormat  menghormati
berkaitan 3. Melakukan 3. Kumpulan dengan APBN sebagai manajemen perbedaan dan

dengan pengumpulan dokumen- landasan hukum bentuk transparansi, pengetahuan dapat menghargai
APBN dokumen landasan yang akan musyawarah, dan tercapai. perbedaan dengan
hukum  APBN  dari | dijadikan bahan tanggung jawab, dengan Dengan melakukan rendah hati. (Religius)
berbagai sumber aktualisasi tetap memperhatikan identifikasi  peraturan | 2. Dengan  melakukan

etika dan sopan santun, yang terkait APBN, identifikasi
[ (Akuntabilitas, maka misi organisasi pengumpulan data
Nasionalisme, Etika yaitu memperkuat | informasi hukum
Publik, Komitmen Mutu manajemen APBN, maka nilai

dan WOG). pengetahuan dan organisasi
memperkuat Akuntabilitas  dapat
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2. Mengidentifikasi pengembangan profesi terlihat dengan
peraluran-peraturan apa analis APBN dapat| membuat laporan
saja yang berkaitan tercapai dokumen-dokumen
langsung dengan APBN Dengan melakukan yang dapat
dengan tetap inventarisir dan dikumpulkan,
mengedepankan nilai- pengumpulan data Profesionalitas  dan
nilai profesionalitas dan informasi hukum APBN, Integritas dapat
integritas, serta taat pada maka misi organisasi diperkuat dengan
aturan kerahasiaan yaitu memperkuat | memberikan  usaha
dokumen negara manajemen terbaik  semaksimal
(Akuntabilitas, Etika pengetahuan dapat mungkin dalam
Publik, Komitmen Mutu) tercapai. mengumpulkan
. Melakukan pencarian, dokumen-dokumen
pengunduhan, dan yang dibutuhkan.
penyimpanan dokumen-
dokumen landasan
hukum APBMN dengan
tetap memperhatikan
nilai-nilai etika pada saat
pengumpulan data, dan
bertanggungjawab
terhadap data yang
dikumpulkan (Etika
Publik, Komitmen Mutu,

WOG)

Pengolahan 1. Melakukan  konsultasi | 1. Catatan dan | 1. Berkoordinasi dengan | 1. Dengan melakukan | 1. Dalam  pelaksanaan
dokumen dengan mentor arahan mentor untuk melaporkan | konsultasi dengan diskusi dengan
yang telah | 2. Mengklasifikasikan 2.Data klasifikasi | draft klasifikasi landasan | mentor, maka  misi| mentor, selalu
dikumpulkan APBN berdasarkan | landasan hukum hukum APBN sebagai arganisasi yaitu mengedepankan rasa
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' hierarki peraturan | APBN bentuk transparansi, | memperkuat manajemen | hormat  menghormati
' perundang-undangan berdasarkan musyawarah, dan pengetahuan dapat perbedaan dan
i hierarki tanggung jawab, dengan tercapai. menghargai
peraturan letap memperhatikan | 2. Dengan melakukan | perbedaan  dengan
| perundang- etika dan sopan santun, | klasifikasi landasan rendah hati. (Religius)
| undangan (Akuntabilitas, hukum  APBN, maka |2 Dengan melakukan
Nasionalisme, Komitmen | lugas organisasi vyaitu klasifikasi  dokumen
Mutu, dan WOG). mendukung kelancaran informasi hukum yang
2. Kegiatan pelaksanaan wewenang berkaitan dengan
mengklasifikasikan dan tugas DPR Rl di| APBN maka nilai
| landasan hukum APBN | bidang perencanaan | organisasi
termasuk sebagai peran | APBN; fungsi organisasi | Akuntabilitas  dapat
akuntabel seorang analis yaitu pelaksanaan terlihat dengan
APEN, selain itu | dukungan pengkajian membuat laporan
dibutuhkan ketelitian, anggaran, koordinasi dan dokumen-dokumen
‘ kedisiplinan, dan pembinaan terhadap yang telah
integritas. (Akuntabilitas, pelaksanaan tugas unit diklasifikasikan,
' Etika Publik, Komitmen | organisasi; visi organisasi Profesionalitas  dan
Mutu, dan WOG), yaitu menjadi Pusat Integritas dapat
| Kajian Anggaran yang | diperkuat dengan
. professional dan memberikan  usaha
| akuntabel, serta misi terbaik  semaksimal
[ organisasi yaitu mungkin dalam
memperkuat manajemen mengklasifikasikan
pengetahuan dapat | dokumen-dokumen
tercapai. landasan hukum
APEBN.
13 Publikasi data | 1. Melakukan konsultasi | 1. Catatan dan | 1. Berkoordinasi dengan | 1. Dengan melakukan | 1. Dalam  pelaksanaan
| informasi  hukum dengan mentor arahan mentor untuk melaporkan konsultasi dengan diskusi dengan
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APBN pada | 2. Melakukan koordinasi | 2. Terdapat satu dokumen landasan mentor, maka misi mentar, selalu
website  Pusat dengan pengelola | kolom baru | hukum APBN dengan | organisasi yaitu mengedepankan rasa
Kajian Anggaran website untuk | pada  website tetap memperhatikan | memperkual manajemen hormat  menghormati
dibuatkan satu kolom | Pusat Kajian | etika dan sopan santun| pengetahuan dapat | perbedaan dan
baru ferkait peraturan | Anggaran yang | (Etika Publik, WOG, dan | tercapai. menghargal
dan landasan hukum | akan diisi Akuntabilitas). . Dengan melakukaan perbedaan  dengan
APBN dengan . Melakukan koordinasi koordinasi dengan rendah hati. (Religius)
3. Mengirimkan dokumen | dokumen dengan pengelola pengelola website, maka | 2. Dengan koordinasi
yang akan diinput landasan hukum website untuk membantu tugas organisasi dan publikasi landasan
APBN membuatkan kolom baru | memperkuat manajemen | hukum APBN maka
3. Dokumen telah pada website, serta| pengetahuan dan visi nilai organisasi
terpublikasi mempublikasikan organisasi menjadi Pusat Akuntabilitas tercermin
pada website landasan hukum APBN Kajian Anggaran yang dalam  pelaksanaan
tersebut dengan tetap | profesional, andal, koordinasi yang
memperhatikan etika dan | akuntabel dapat | akuntabel dan
sopan santun, saling terlaksana. transparan;
menghormali, kejujuran, | 3. Dengan melakukan | Profesionalitas  dan
dan sebagai bentuk publikasi landasan hukum Integritas dapat
kerjasama bahwa Pusat| APBN pada website | terwujud dalam bentuk
Kajian Anggaran juga | Pusat Kajian Anggaran | kerjasama dengan unit
membutuhkan unit lain maka tugas organisasi lain dengan
dalam melakukan |  vyaitu mendukung | berkontribusi  secara
pekerjaannya. kelancaran pelaksanaan | adil dan saling
(Akuntabilitas, wewenang dan tugas membantu dalam
Nasionalisme, Etika| DPR Rl di bidang | pelaksanaannya.
Publik, Komitmen Mutu, | perencanaan APBN;
dan WOG). fungsi organisasi yaitu
3. Melakukan pengecekan | pelaksanaan dukungan
pada website untuk pengkajian anggaran;
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3. Pelaksanaan sosialisasi

yang menggunakan ejaan

maka tugas organisasi

memastikan dokumen visi  organisasi  yailu

telah terpublikasi, dengan | menjadi Pusat Kajian

mengedepankan  nilai- | Anggaran yang

nilai kesopanan, dan | professional, andal, dan

saling menghormati | akuntabel, serta misi

(Akuntabilitas, organisasi yaitu

Nasionalisme, Etika memperkuat manajemen

Publik, Komitmen Mutu) pengetahuan dapat

tercapai.
sialisasi kepada | 1. Pembuatan PPT | 1. File Powerpoint | 1. Proses pembuatan PPT | 1. Dengan melakukan | 1. Dengan adanya
seluruh staff sebagai bahan | 2. Undangan menjadi salah satu bentuk | sosialisasi database persiapan hingga
Analis APEN presentasi 3. Kegiatan akuntabilitas dan | informasi hukum APBN | pelaksanaan

2. Pengiriman undangan | sosialisasi profesionaiitas dalam | kepada seluruh staff | sosialisasi database
sosialisasi bekerja. Dokumen PPT | Pusat Kajian Anggaran | informasi hukum

APBN kepada seluruh

bahasa Indonesia yang yaitu mendukung analis APBN maka
sopan dan santun kelancaran pelaksanaan nilai organisasi
sebagai bentuk | wewenang dan tugas Religius dapat
nasionalisme dan etka| DPR Rl di bidang | dimplementasi dalam
publik, serta inovasi perencanaan APBN; bentuk mengawali dan
sebagai bentuk komitmen | fungsi organisasi yaitu mengakhiri sosialisasi
rmutu. pelaksanaan  dukungan dengan membaca doa
2. Pengiriman undangan pengkajian anggaran; visi serta berpegang teguh
sosialisasi kepada analis organisasi yaitu menjadi dengan nilai-nilai
APBN dengan | Pusal Kajian Anggaran | agama yang
mengedepankan nilai- | yang professional, andal, memuliakan sesama
nilai etika dan sopan dan akuntabel; serta misi dalam berinteraksi,
santun dalam | organisasi yaitu | Akuntabilitas  dapat
penyampaian undangan memperkuat manajemen terealisasi dengan
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{Akuntabilitas, Etika
Publik, Masionalisme,
Komitmen Mutu, Anti
Korupsi, Manajemen
ASN, dan WOG)

. Sosialisasi dilaksanakan

kepada seluruh analis
APBN dengan diawali dan
ditutup dengan berdoa
(Religius), penyampaian
materi yang terstruktur,
jelas, sopan, dan
berkualitas sebagai
bentuk profesionalitas
seorang analis APBN
(Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu,
WOG, dan Manajemen
ASN)

pengetahuan
tercapai.

dapat

menyediakan

informasi yang jujur,
transparan, dan dapat
dipertanggungjawabk
an; Profesionalitas
dapat terealisaasi

dengan

mengedepankan
kualitas presentasi
yang maksimal, dan

nilai-nilai Integritas
dapat diperkuat
dengan tetap
konsisten memberikan
usaha vang terbaik
dalam melaksanakan
kegiatan demi
kegiatan.
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BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi
1. Kegiatan 1 Pengumpulan data dan informasi landasan
hukum yang berkaitan dengan APBN

Kegiatan 1 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 3
tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, identifikasi peraturan
terkait APBN, dan pengumpulan dokumen.

Tabel 2. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi

Nilai ANEKA Peran dan Kedudukan Nilai Organisai

Akuntabilitas Whole Of Government Religius
2 | Nasionalisme Akuntabel
3 | Etika Publik Profesional
4 | Komitmen Mutu Integritas

1.1. Konsultasi Dengan Mentor
Pada kegiatan ini, penulis mengawali dengan melakukan
konsultasi awal dengan Ibu Dwi Resti Pratiwi selaku mentor
dan Bapak Asep Saefullah selaku Kepala Pusat Kajian
Anggaran.

Gambar 4. Konsultasi Dengan Mentor danKepala Pusat Kajian
Anggaran
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Hasil konsultasi dengan Mentor adalah:
+ Buat nota dinas baru

Identifikasi peraturan apa saja yang terkait dengan APBN
Segera konsultasikan dengan BDTI
Mengubah Layout Design Website

Hasil konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

adalah :

» Segera klasifikasikan undang-undang terkait APBN
e Segera konsultasikan dengan BDTI

1.2. Mengidentifikasi Peraturan Terkait APBEN

Pada tahap ini penulis mengidentifikasi peraturan apa

saja yang terkait APBN dan akan dimasukkan ke dalam
database. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan dalam

beberapa tingkatan peraturan hukum, yaitu :

Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri

1.3. Melakukan pengumpulan dokumen-dokumen landasan
hukum APBN dari berbagai sumber

Pada tahap ini penulis mengumpulkan dokumen

peraturan perundang-undangan yang masih terkait dengan
proses pelaksanaan APBN. Proses pengumpulan dokumen
berasal dari berbagai sumber, seperti website DPR, website
peraturan.go.id, serta website JDIH masing-masing

kementerian.
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Gambar 5. Sumber Data Peraturan

ﬂ peraturan go.d

P

B e bt e g < e P 1§ e

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1)

Akuntabilitas

Baik dalam tahap 1 maupun tahap 2, penulis tetap
mengedepankan indikator-indikator akuntabilitas yaitu jujur
dalam mengidentifikasi peraturan-peraturan terkait APBN,
serta bertanggungjawab atas apa yang telah penulis
kerjakan. Pelaksanaan konsultasi serta laporan kepada
atasan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab
dari penulis atas aktualisasi yang akan dikerjakan.
Nasionalisme

Ketika melakukan konsultasi dengan mentor, penulis sebisa
mungkin melaksanakan beberapa indikator-indikator nilai
Nasionalisme, diantaranya yaitu menghormati pendapat dari
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4)

mentor, tidak memaksakan kehendak mentor, menghormati
keputusan bersama, serta disiplin dalam menepati waktu
saat akan bertemu. Selain itu, konsultasi dengan mentor juga
merupakan bentuk musyawarah, dimana hal itu termasuk
dalam indikator nilai nasionalisme.

Etika Publik

Ketiga tahapan dalam kegiatan 1 selalu
mengimplementasikan  nilai-nilai  etika publik yang
dilaksanakan dalam beberapa indikator. Contohnya, dalam
melaksanakan tiap-tiap tahapan selalu fokus dan cermat,
sehingga tidak ada data yang salah upload. Pada saat
berkonsultasi dengan mentor maupun atasan selalu
bersikap sopan dan santun, hal itu juga menunjukkan nilai
etika publik seorang asn.

Komitmen Mutu

Dalam melaksanakan aktualisasi ini, di setiap tahapannya
penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi untuk dapat
berinovasi demi perkembangan Pusat Kajian Anggaran.
Sehingga kedepannya para Analis APBN dapat
mendapatkan efisiensi waktu dalam membuat analisis yang
berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum.

Whole Of Government

Pelaksanaan tahapan konsultasi dengan mentor merupakan
salah satu bentuk WOG yang memiliki karakteristik inti yaitu
kolaborasi, dan kesatuan. Dimana penulis bersama mentor
bertukar pikiran dalam mengidentifikasi peraturan-peraturan
apa saja yang terkait dengan APBN. Selain itu, nilai WOG
juga tercermin pada saat penulis melakukan pengumpulan
dokumen. Dimana sumber dokumen tersebut adalah instansi
lain, sehingga tercermin suatu kolaborasi antar lembaga
dalam satu tahapan kegiatan tersebut.
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Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran
merupakan proses penting agar hasil akhir dari kegiatan
aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada
tahapan ini, terjadi proses sharing knowledge antara atasan
dengan penulis sehingga salah satu misi organisasi yaitu
memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.
Selain itu, tahapan identifikasi dan pengumpulan dokumen
landasan hukum APBN juga dapat mendukung misi
organisasi memperkuat pengembangan profesi analis
APBN.

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran
merupakan salah satu bentuk penguatan nilai organisasi
karena dalam tahapan ini penulis menyampaikan dan
menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan,
dimana penulis harus siap dan mampu melaksanakan
aktualisasi dengan baik. Selain itu, hasil dari kegiatan
aktualisasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan
benar. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka nilai
Akuntabel dan Profesional telah dilaksanakan. Dalam setiap
pelaksanaan kegiatan, penulis selalu menganggap pekerjaan
sebagai sebuah ibadah kepada Allah SWT, memulai kegiatan
dengan doa dan mengakhirinya dengan syukur sebagai
bentuk nilai Religius.

Dengan melakukan identifikasi dan pengumpulan data
informasi hukum APBN, maka nilai organisasi Akuntabilitas
dapat terlihat dengan membuat laporan dokumen-dokumen
yang dapat dikumpulkan, Profesionalitas dan Integritas
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dapat diperkuat dengan memberikan usaha terbaik
semaksimal mungkin dalam mengumpulkan dokumen-
dokumen yang dibutuhkan.
2. Pengolahan dokumen yang telah dikumpulkan
Kegiatan 2 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 2 tahapan,
yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, dan mengklasifikasikan
APBN berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi

No. Nilai ANEKA Peran dan Kedudukan Nilai Organisai

Akuntabilitas Whole Of Government Religius
2 | Nasionalisme = Akuntabel
3 | Etika Publik B Profesional
4 | Komitmen Mutu - Integritas

2.1. Konsultasi Dengan Mentor
Pada kegiatan ini, penulis mengawali dengan

melakukan konsultasi awal dengan lbu Dwi Resti Pratiwi

selaku mentor. Hasil dari konsultasi ini adalah :

» Mengklasifikasikan APBN lebih spesifik, termasuk
didalamnya terkait Otsus, Dana Desa, dan lain-lain.

« Batasi hanya terkait mandatory spending saja

« Cari undang-undang yang berlaku dalam jangka panjang

Gambar 6. Konsultasi Dengan Mentor
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2.2. Mengklasifikasikan peraturan APBN berdasarkan
hierarki peraturan perundang-undangan

Pada tahapan ini, penulis membuat suatu list data
hukum APBN, dimana didalamnya terdapat Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan
Presiden, dan Peraturan Menteri yang terkait dengan APBN.

Gambar 7. Daftar Peraturan APBN
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Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
1) Akuntabilitas

Baik dalam kedua tahap kegiatan ini, penulis tetap
mengedepankan indikator-indikator akuntabilitas yaitu jujur
dalam menglasifikasikan peraturan-peraturan terkait APBN,
serta bertanggungjawab atas apa yang telah penulis
kerjakan. Pelaksanaan konsultasi serta laporan hasil
klasifikasi dokumen kepada atasan juga merupakan salah
satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi
yang akan dikerjakan.
2) Nasionalisme
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3)

4)

5)

Ketika melakukan konsultasi dengan mentor, penulis
melaksanakan beberapa indikator-indikator nilai
Nasionalisme, diantaranya yaitu menghormati pendapat dari
mentor, tidak memaksakan kehendak mentor, menghormati
keputusan bersama, serta disiplin dalam menepati waktu
saat akan bertemu. Selain itu, konsultasi dengan mentor juga
merupakan bentuk musyawarah, dimana hal itu termasuk
dalam indikator nilai nasionalisme.

Etika Publik

Kedua tahapan dalam kegiatan 2 selalu
mengimplementasikan nilai-nilai etika publik yang
dilaksanakan dalam beberapa indikator. Contohnya, dalam
melaksanakan tiap-tiap tahapan selalu fokus dan cermat,
sehingga tidak ada data yang salah. Pada saat berkonsultasi
dengan mentor maupun atasan selalu bersikap sopan dan
santun, hal itu juga menunjukkan nilai etika publik seorang
asn.

Komitmen Mutu

Dalam pelaksanaan kegiatan mengklasifikasikan dokumen
yang akan diunggah, penulis juga menggunakan efektifitas
dan efisiensi waktu dalam memilih peraturan mana yang
sudah diganti dengan peraturan baru, sehingga tidak ada
dokumen peraturan yang sudah tidak berlaku tetapi
terunggah ke website. Dalam melaksanakan aktualisasi ini,
di setiap tahapannya penulis selalu berorientasi mutu dan
termotivasi untuk dapat berinovasi demi perkembangan
Pusat Kajian Anggaran. Sehingga kedepannya para Analis
APBN dapat mendapatkan efisiensi waktu dalam membuat
analisis yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum.
Whole Of Government
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Pelaksanaan tahapan konsultasi dengan mentor merupakan
salah satu bentuk WOG. Dimana penulis bersama mentor
bertukar pikiran dalam mengklasifikasikan dan menyeleksi
peraturan-peraturan apa saja yang terkait dengan APBN dan
masih berlaku hingga saat ini.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan proses
penting agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan
dengan baik dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses
sharing knowledge antara atasan dengan penulis sehingga salah
satu misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan
dapat tercapai. Selain itu, tahapan klasifikasi dokumen landasan
hukum APBN juga dapat mendukung misi organisasi
memperkuat pengembangan profesi analis APBN.

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan salah satu
bentuk penguatan nilai organisasi karena dalam tahapan ini
penulis menyampaikan dan menjelaskan rancangan aktualisasi
yang akan dilakukan, dimana penulis harus siap dan mampu
melaksanakan aktualisasi dengan baik. Selain itu, hasil dari
kegiatan aktualisasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan
dengan benar. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka nilai
Akuntabel dan Profesional telah dilaksanakan. Dalam setiap
pelaksanaan kegiatan, penulis selalu menganggap pekerjaan
sebagai sebuah ibadah kepada Allah SWT, memulai kegiatan
dengan doa dan mengakhirinya dengan syukur sebagai bentuk
nilai Religius.

Dengan melakukan klasifikasi data informasi hukum APBN,
maka nilai organisasi Akuntabilitas dapat terlihat dengan
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3.

3.1.

membuat laporan dokumen-dokumen peraturan yang masih
berlaku, Profesionalitas dan Integritas dapat diperkuat dengan
memberikan usaha terbaik semaksimal mungkin dalam
menyeleksi dokumen-dokumen mana yang dapat diunggah dan
dokumen peraturan mana yang sudah tidak berlaku dan tidak
perlu diunggah.

Publikasi data informasi hukum APBN pada website Pusat
Kajian Anggaran

Kegiatan 3 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 4 tahapan,
yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi
dengan pengelola website untuk dibuatkan satu kolom baru terkait
landasan hukum APBN, membuat analisis singkat terkait undang-

undang yang perlu diperbaharui, dan mengunggah dokumen.

Tabel 4. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi

No. Nilai ANEKA Peran dan Kedudukan Nilai Organisai

Akuntabilitas Whole Of Government Religius
2 | Nasionalisme - Akuntabel
3 | Etika Publik - Profesional
4 | Komitmen Mutu - Integritas

Konsultasi Dengan Mentor

Pada kegiatan ini, penulis mengawali dengan melakukan
konsultasi awal dengan Ibu Dwi Resti Pratiwi selaku mentor. Hasil
dari konsultasi ini adalah :

» Segera koordinasikan dengan BDTI

« Buat analisis dalam bentuk infografis tentang peraturan
terkait APBN yang sudah tidak relevan dengan
perkembangan zaman dan perlu direvisi, dan upload di
website Pusat Kajian Anggaran

s Segera upload peraturan perundang-undangan
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3.2.

Gambar 8. Konsultasi Dengan Mentor

Melakukan koordinasi dengan pengelola website untuk
dibuatkan satu kolom baru terkait peraturan dan landasan
hukum APBN

Pada tahapan ini, penulis mengikuti diskusi dengan BDTI
untuk menyampaikan gagasan aktualisasi yang akan dikerjakan,
sehingga terdapat sinkronisasi pemahaman antara penulis dan
BDTI selaku pengelola website yang akan membantu proses

pelaksanaan aktualisasi.
Gambar 9. Koordinasi Dengan BDTI
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3.3.

Membuat Analisis Singkat Terkait Undang-Undang Yang
Perlu Diperbaharui

Tahapan tahapan yang ditambahkan pada saat habituasi,
dimana dari hasil diskusi antara penulis dengan mentor, dinilai
perlu adanya analisis singkat terkait undang-undang APBN apa
yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan periu
diperbaharui. Tahapan tersebut sekaligus mendukung tugas
penulis sebagai Analis APBN, sehingga perlu adanya analisis
terkait Undang-Undang APBN. Pada tahapan kegiatan ini,
penulis membuat analisis singkat dalam bentuk infografis tentang
Reformasi Kebijakan Perpajakan, dimana ada 3 Undang-Undang
yang perlu diperbaharui lagi, yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta UU No.
42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Ketiga
UU tersebut dinilai perlu diperbaharui lagi, seperti yang kita
ketahui bahwa UU KUP telah masuk ke dalam UU Prioritas dari
2015 hingga 2019, namun masih belum terselesaikan hingga
saat ini. Untuk itu perlu ada perhatian khusus oleh Pemerintah
dan DPR terkait perbaikan peraturan perundang-undangan

perpajakan tersebut.

Gambar 10. Pembuatan Analisis Undang-Undang Terkait APBN
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3.4.

Melakukan Pengunggahan Dokumen

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan upload
dokumen yang telah dikumpulkan dan infografis yang telah dibuat
ke dalam database website Pusat Kajian Anggaran. Proses
pengunggahan dokumen dilakukan secara manual oleh penulis.

Gambar 11Penjelasan Prosedur Pengunggahan Dokumen
Oleh BDTI
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Gambar 11. Pengunggahan Infografis Analisis Ke Dalam Website
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Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
1) Akuntabilitas '

Pada setiap kegiatan, penulis tetap mengedepankan indikator-
indikator akuntabilitas yaitu bersikap jujur dalam mengerjakan
kegiatan, bersama mentor menentukan arah kejelasan target
kegiatan 3, serta bertanggungjawab atas apa yang telah penulis
kerjakan. Pelaksanaan konsultasi serta laporan kepada atasan
juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari penulis
atas aktualisasi yang akan dikerjakan. Pada tahapan 2, penulis
berkoordinasi dengan BDTI terkait pembuatan menu baru pada
website, hal itu menunjukkan sikap Partisipatif yang juga
termasuk dalam indikator nilai Akuntabilitas. Selanjutnya pada
tahapan 4, penulis membuat suatu daftar peraturan mana saja
yang sudah dan/atau belum diupload pada website, sehingga
proses pengunggahan dokumen berlangsung akuntabel.

2) Nasionalisme



3)

4)

Pembuatan analisis terkait undang-undang yang sudah tidak
relevan dengan perkembangan zaman juga memunculkan sisi
nasionalisme penulis, dimana tahapan tersebut dilakukan untuk
mendukung perbaikan hukum perpajakan di Indonesia. Ketika
melakukan konsultasi dengan mentor maupun berdiskusi
dengan pengelola website(BDTI), penulis sebisa mungkin
melaksanakan beberapa indikator-indikator nilai Nasionalisme,
diantaranya yaitu menghormati pendapat dari orang lain (mentor
dan BDTI), tidak memaksakan kehendak orang lain,
menghormati keputusan bersama, serta disiplin dalam menepati
waktu saat akan bertemu. Selain itu, konsultasi dengan mentor
juga merupakan bentuk musyawarah, dimana hal itu termasuk
dalam indikator nilai nasionalisme.

Etika Publik

Ketiga tahapan dalam kegiatan 3 selalu mengimplementasikan
nilai-nilai etika publik yang dilaksanakan dalam beberapa
indikator. Contohnya, dalam melaksanakan tiap-tiap tahapan
selalu fokus dan cermat, sehingga tidak ada data yang salah
upload. Pada saat berkonsultasi dengan mentor maupun diskusi
dengan BDTI selalu bersikap sopan dan santun, hal itu juga
menunjukkan nilai etika publik seorang asn.

Komitmen Mutu

Proses pengunggahan dokumen peraturan yang terkait APBN
dilakukan dengan menggunakan checklist data excel, sehingga
tidak ada dokumen yang berganda, dan proses pengunggahan
lebih efektif meskipun dilakukan secara manual dan satu
persatu. Dalam melaksanakan aktualisasi ini, di setiap
tahapannya penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi
untuk dapat berinovasi demi perkembangan Pusat Kajian
Anggaran. Sehingga kedepannya para Analis APBN dapat
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mendapatkan efisiensi waktu dalam membuat analisis yang
berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum.
5) Whole Of Government

Pelaksanaan tahapan konsultasi dengan mentor merupakan
salah satu bentuk WOG yang memiliki karakteristik inti yaitu
kolaborasi, dan kesatuan. Dimana penulis bersama mentor
bertukar pikiran dalam melakukan menganalisis peraturan apa
saja yang sudah memerlukan pembaharuan. Selain itu proses
pembuatan menu baru pada website dan proses pengunggahan
dokumen membutuhkan peran serta dari BDTI. Hal tersebut
menunjukkan bahwa penulis menerapkan nilai WOG dalam
melaksanakan kegiatan 3, yaitu bekerjasama dengan BDTI

sebagai pengelola data.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan proses penting
agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik
dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses sharing knowledge
antara atasan dengan penulis sehingga salah satu misi organisasi
yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai. Selain
itu, dengan melakukaan koordinasi dengan BDTI, maka tugas
organisasi memperkuat manajemen pengetahuan dan visi
organisasi menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional, andal,
akuntabel dapat terlaksana. Selanjutnya, dengan menunggah
dokumen dan analisis informasi hukum APBN pada website Pusat
Kajian Anggaran maka tugas organisasi yaitu mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang
perencanaan APBN,; dan fungsi organisasi yaitu pelaksanaan
dukungan pengkajian anggaran dapat tercapai, karena dokumen
yang diunggah dapat mendukung kinerja para Anggota Dewan dan
Analis APBN.
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Penguatan Nilai Organisasi
Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan salah satu
bentuk penguatan nilai organisasi karena dalam tahapan ini penulis
menyampaikan dan menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan
dilakukan, dimana penulis harus siap dan mampu melaksanakan
aktualisasi dengan baik. Selain itu, hasil dari kegiatan ini harus dapat
dipertanggungjawabkan dengan benar. Dengan dilaksanakannya
kegiatan ini maka nilai Akuntabel dan Profesional telah
dilaksanakan. Selain itu, nilai akuntabel juga diterapkan pada saat
melakukan analisis peraturan yang perlu diperbaharui, dimana hasil
infografis dapat menjadi satu bukti bahwa penulis telah
melaksanakan tugas dengan baik. Dalam setiap pelaksanaan
kegiatan, penulis selalu menganggap pekerjaan sebagai sebuah
ibadah kepada Allah SWT, memulai kegiatan dengan doa dan
mengakhirinya dengan syukur sebagai bentuk nilai Religius.
Profesionalitas telah dilaksanakan dalam bentuk pengerjaan
analisis sesuai dengan rencana awal, dan arahan dari mentor,
sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Sikap
Integritas ditunjukkan pada saat melakukan pengunggahan
dokumen yang jumlahnya cukup banyak dan membutuhkan waktu
lama, tetapi penulis tetap berintegritas mengerjakannya hingga
selesai dengan tepat waktu.
4. Sosialisasi kepada staff Analis APBN
Kegiatan 4 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 3
tahapan, yaitu Pembuatan PPT sebagai bahan presentasi,

Pengiriman undangan sosialisasi, dan Pelaksanaan sosialisasi.

Tabel 5. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi

Nilai ANEKA Peran dan Kedudukan Nilai Organisai

1 | Akuntabilitas Whole Of Government Religius

2 | Nasionalisme Manajemen ASN Akuntabel
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Etika Publik Profesional

Komitmen Mutu Integritas

4.1.

4.2.

Pembuatan PPT sebagai bahan presentasi

Tahap aktualisasi ini dilakukan dengan membuat dokumen
presentasi dan pendukungnya, diharapkan agar pada saat
presentasi dapat membantu penulis dalam menyampaikan
gagasan dan substansi laporan aktualisasi yang disampaikan.
Selain itu, dokumen presentasi dibuat semenarik mungkin agar
mudah dipahami. Pada tahapan ini, penulis melakukan konsultasi
dengan coach dalam membuat dokumen presentasi yang baik
dan menarik.

Gambar 12. Konsultasi dengan Coach
- [ s = § i

Pengiriman Undangan Sosialisasi

Pada tahapan ini, penulis berkoordinasi dengan TU Pusat
Kajian Anggaran agar dapat dibuatkan surat undangan
pelaksanaan presentasi untuk seluruh Analis APBN di Pusat
Kajian Anggaran.
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4.3.

Gambar 13. Surat Undangan Sosialisasi
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Pelaksanaan sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama,
penulis mensosialisasikan hasil aktualisasi dalam bentuk
presentasi kepada seluruh staff Analis APBN di Pusat Kajian
Anggaran. Tahap kedua, penulis melakukan sosialisasi pada
Analis APBN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
dengan cara mendatangi dan memberikan penjelasan kepada
analis APBN di Pusat kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
Tahap kedua ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa hasil
aktualisasi ini sangat mudah untuk dipahami dan diaplikasikan,
sehingga tidak memerlukan presentasi seperti yang dilakukan
pada internal Pusat Kajian Anggaran.
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Gambar 14. Presentasi dan Sosialisasi di PKA dan PKAKN

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
1) Akuntabilitas

2)

Dalam tahap 1 dan 3, penulis tetap mengedepankan indikator-
indikator akuntabilitas yaitu jujur dalam penyampaian data-data
saat sosialisasi, serta bertanggungjawab atas apa yang
disampaikan. Pelaksanaan sosialisasi juga merupakan salah
satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi yang
telah dikerjakan.

Nasionalisme

Undangan sosialisasi, dokumen powerpoint, serta penyampaian
sosialisasi yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar merupakan salah satu bentuk nasionalisme.
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3) Etika Publik
Undangan sosialisasi, dokumen powerpoint, serta penyampaian
sosialisasi yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar juga menunjukkan etika publik yang baik.

4) Komitmen Mutu
Dalam melaksanakan aktualisasi ini, di setiap tahapannya
penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi untuk dapat
berinovasi demi perkembangan Pusat Kajian Anggaran. Pada
tahapan 1, penulis membuat dokumen powerpoint dengan
memanfaatkan fitur-fitur teknologi sebaik mungkin, sehingga
pada saat penyampaian sosialisasi dapat mudah dipahami oleh
peserta. Ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang
terkandung dalam nilai komitmen mutu.

5) Whole Of Government
Nilai WOG dilaksanakan pada saat penulis melakukan persiapan
sosialisasi, dimana penulis meminta bantuan TU untuk
membuatkan surat undangan presentasi aktualisasi cpns, dan
juga pada saat melakukan sosialisasi kepada analis APEN di
PKAKN.

6) Manajemen ASN

Di dalam mata pelatihan Manajemen ASN, penulis memahami
bahwa salah satu hak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(FPNNP) adalah mendapatkan pengembangan kompetensi.
Oleh karena itu pada saat sosialisasi, penulis mengundang
seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran termasuk juga
Analis APBN yang berstatus PPNPN.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi
Dengan melakukan sosialisasi database informasi hukum APBN

kepada seluruh staff Pusat Kajian Anggaran maka tugas organisasi
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yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas
DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu
pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; visi organisasi yaitu
menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional, andal, dan
akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen

pengetahuan dapat tercapai.

Penguatan Nilai Organisasi

Dengan adanya persiapan hingga pelaksanaan sosialisasi
database informasi hukum APBN kepada seluruh analis APBN maka
nilai organisasi Religius dapat diimplementasi dalam bentuk
mengawali dan mengakhiri sosialisasi dengan membaca doa serta
berpegang teguh dengan nilai-nilai agama yang memuliakan
sesama dalam berinteraksi; Akuntabilitas dapat terealisasi dengan
menyediakan informasi yang jujur, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan; Profesionalitas dapat terealisaasi dengan
mengedepankan kualitas presentasi yang maksimal; dan nilai-nilai
Integritas dapat diperkuat dengan tetap konsisten memberikan
usaha yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan demi kegiatan.

B. Stakeholder

Internal Eksternal
Staf Pusat Kajian Masyarakat luas / orang yang
mengakses website Pusat
e Kajian Anggaran

C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

No Kendala yang Terjadi Strategi Mengatasi Kendala

1 | Adanya peraturan yang sudah | Menggunakan bantuan dari website
tidak berlaku, sehingga www.peraturan.go.id, sehingga
harus melakukan dapat diketahui peraturan apa yang
pengecekan manual satu sudah tidak berlaku, dan diganti
persatu dengan peraturan yang mana
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Pengunggahan dokumen tidak | Tetap  berintegritas  untuk  dapat
dapat dilakukan secara mengunggah dokumen secara
kolektif manual satu persatu.

D. Analisis Dampak

1. Hasil Inisiatif

Pengimplementasian aktualisasi ini akan berdampak pada
meningkatnya wawasan dan kompetensi analis APBN terkait
landasan hukum vyang berlaku mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi APBN. Selain itu, terdapat
peningkatan komitmen mutu Pusat Kajian Anggaran untuk
memberikan pelayanan publik berupa informasi APBN beserta
dasar-dasar landasan hukumnya.
2. Nilai Dasar ANEKA

Dampak yang mungkin terjadi jika dalam implementasi
rancangan aktualisasi tidak disertai dengan nilai-nilai dasar ANEKA,
maka dalam pelaksanaannya pasti akan mengalami banyak
kendala. Misalnya, tanpa penerapan konsep WOG, maka
pembuatan menu database informasi hukum APBN pada website
tidak akan dapat terlaksana, karena tidak terdapat kerjasama yang
baik antara Pusat Kajian Anggaran dengan BDTI. Selain itu, tanpa
adanya konsep Akuntabilitas tidak akan terdapat laporan
pertanggungjawaban dan dokumentasi output yang baik. Konsep
profesionalitas juga penting, kaitannya dengan seberapa baik
pekerjaan tersebut dilaksanakan dan diselesaikan. Hal-hal tersebut
menjadi bukti betapa pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ANEKA
dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
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E. Jadwal Kegiatan
Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

1 | Pengumpulan
Dokumen

2 | Pengolahan
Dokumen
3 | Publikasi Dokumen

4 | Sosialisasi




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penambahan database informasi hukum APBN pada website
puskajianggaran.dpr.go.id merupakan pelaksanaan dari rancangan
aktualisasi yang telah dilaksanakan selama 30 hari dengan melalui
beberapa proses. Proses yang dilakukan dimulai dari memilih isu
strategis dari beberapa isu yang telah dipilh melalui teknik USG.
Setelah terpilihnya isu strategis maka rancangan aktualisasi ini
dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, sehingga pada akhirnya
didapatkan output berupa database peraturan-peraturan terkait APBN
dan infografis dari peraturan yang perlu dilakukan revisi, yang kemudian
diunggah pada website puskajianggaran.dpr.go.id.

Seorang ASN dituntut untuk dapat bekerja secara optimal dan
memberikan upaya-upaya terbaik baik bangsa dan negara, salah
satunya dengan melakukan pengembangan dan inovasi di lingkup kerja
masing-masing, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas
pekerjaan. Namun, dalam melakukan pengembangan tersebut, perlu
didasari dengan nilai-nilai dasar ANEKA. Dalam aktualisasi ini, penulis
menyertakan nilai-nilai dasar ANEKA yang terkandung dalam setiap
tahapan kegiatan, diantaranya yaitu : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, dan Komitmen Mutu.

Dengan adanya data-data informasi hukum APBN pada website
puskajianggaran.dpr.go.id diharapkan dapat memberikan informasi
terkait peraturan yang berkaitan dengan APBN kepada anggota DPR

Rl dan juga masyarakat umum.
B. Saran

Karena data-data informasi hukum APBN memiliki manfaat tidak
hanya bagi Anggota DPR namun juga dapat dimanfaatkan oleh

a5



masyarakat umum, diharapkan kedepannya dapat terus dilanjutkan.
Dan diharapkan kedepannya data-data informasi hukum APBN dapat
terus di perbarui. Sehingga data-data informasi hukum APBN selalu
dapat digunakan dengan baik oleh anggota DPR maupun oleh

masyarakat umum.
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cukup heberapa tahin veraichie saj. Untukc konsultast selanjurnyn diharaplan sadah sda

daftar peratarmn yang akan dingzah ke website.
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